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3. Nama
Pangkat / Jabatan

Alamat

DELFY LENSARI, S.Hut, M.Si
Asistea Ahli / Dosen Jurusan Kehutanan pada Fa*ultas
Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang
Jl. Jeaderal A. Yani 13 Ulu Palembang

Berdasa*an surat Iieiian Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang dalam

Surat Perjanjian Ke{a ini sebagai tenaga ahli (pakar) yang selanjuhya disebut PIHAK
KEDUA.

Bahrra berdasarkar :

1. DIPA Satuan Kerya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sumber dana APBN tahun
anggaran 20 i 3 ,iomor DIPA 029.06.3.1 1903112013 tanggal 5 Desember 2012

2. Surat Kep*ia Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 522.09514177-ll{Hut
tanggal 30 Supternber 2013 tentangBantuan tenagaahli (pakar)

3. Suat Deka.r: Fakultas' Bertania$ Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor
735EP|C12013 tanggal 7 Oktober 2013 hal Tenaga Ahli (Pakar).

Dengan ini sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerja yang msngikat kedua belah pihak
sesuai dengan ketentuan yang tercanttmr dalam pasal-pasal tersebirt di bawah ini

Pasal I
TUGAS DAN PEKERIAAN

PIHAT{ PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut diatas memberikan'tneas kepada
PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan
Pen3'usunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII
Kota Pagar Aleun Frovinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.

Pasal2
RINCIAN PEKER}AAN

Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Uait )([I
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tatrun 2013, sebagaimana pada pasal 1, harus
sesuai dengan Term of Reference Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan
ilengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan yang
irienjadi lampira:r Surat Perjanjian Kerja ini dan menryakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan.

Pasal3
.r

Honorarium
(1) Honorarium Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindrmg Unit

XII Kota Pagal Alam Provinsi Sumatera Selatan Tatrun 2013 sebesar Rp. 215.000,-/SBOJ
sebtrnyak-banyaknya 200 SBOJ sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan yang
breriakri.

(2) Honoraium tersebut diatas, .seluruhnya dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Kegifu Penyiapm Kelembagaan Kesagan
,Denselolaan Hutan Tahua 2013 l.JonnorDIPA 029.05.3J1%31t2013 toqggai S



Pasal4
ANGKA WAKTU PELAKSANAA}.I

(l) PII{AK KEDUA b,:rkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan serla

menyetahkan hasii pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 kepada PIHAK
PERTAMA dengaii "iangka waktu pelaksanaan selaarbat-lambatnya 90 (sembilan puluh )
hari kalender seja!; Sulat Perjaqiian Kerja dikndatangani.

(2) lvaktu penyeraharr dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK
KEDUA kepada i'iFIAK PERTAMA dan permintaan tersebut dapat disetujui selama

menggunakan aiasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggmg jawabkan, termasuk

diantaranya adaiah Force Majeur.

(3) Penyelesaian h*sil pekerjaan akan diruangkan dalam berita acara serah terima yang

ditandatangrini oleh keduabelah pihak.

* Pasal5
CARA PEMBAYARAN

Cara pembayaran honorarium sebagaimana tersebut Pasal 3 dilaksanakan oteh PIHAK
PERTAh4A licpada PII'{AK KEDUA , dengan ketentuan sebagai berikrrt :

(1) Penibayaran segera akan dilaksanakan, setelah PIHAK KEDUA menyeratrkan hasil
peke;ja*.r: sebag;ain"rana dimaksud padaPasal 1 diatas kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Pajek-pejak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja ini akan menjadi
behiur PIHAK KEDUA.

Pasal6
KEADAAN MEMAKSA

(1) Apabila dali:m rvalrtu melaksanakan pekerjaan terjadi sesuatu yang dapat dianggap sebagai

Force Maieur sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi PIHAK KEDUA maka PIHAK
KEDUA harus segera melaporlcan secara tertulis kepada PIIIAK PERTAMA selambat-

iambataya I (satu) hari setelah terjadi Force Majeur.

(:) Yang termasuk 'keadaanmemaksa" adalahperistiwa-peristiwa sebagai berikut:
a. Eencana Aiain (gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain-lain).
b. i'ep*ra;rgan ipemberontakan&uru-hara)
^ 'i- -t'..^t.,.--.*l-. r\L i;lhst Llii

d. :;,1,i;iAse

e. Pernogokan Umum .:
f. Kejadian sebagaimana huruf a. sampai huruf e. dinyatakan resmi oleh Pemerintah

sebagai Force Majeur.

(-l t ,i .:.,,iir .cr.j;ui " keadaan memaksa" PII{AK KEDUA harus memberitahukan k€pada
P jil.\K llEi{ i..\MA selaku pemberi tugas secara tertulis selambat-lambafnya dal"m wakht
li , :ir.ir;'r :,'las') hari sejakterjadinya Force Majeur.

(.-, .a;as p.n:Denlahuan PIIIAK KEDUAT maka PIHAK PERTAMA akan meay€fitiui at u
menolak secara terfulis bfu j*gk" qlaktu 2 x 24 jam sejak &nya pembeiduan
t-.- --'^r.t



(5) Jika dalam jangka watritu 2 x 24jam sejak pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA tentang "k,r;ijaan memaksa" tersebut PII{AK PERTAMA tidak memberikan

" iawabannya maka PIlLrl.- PERTA-I\4A dianggap rnenyetujui adanya " keadaan memaksa"
tersebut.

(6) Jika PIHAK KEDUA tidak mungkin menyelesaikan pekerjaannya karena adanya Force
Majeur, maka PII-IAI.'. PERTAMA akan memperhitungkan kewajibannya menyelesaikan
pekerjaan sebagaim*.ira kontrak pelaksanaan pekerjaan dan PIHAK KEDUA wajib
menyerahkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sampai saat Force Majeur tersebut.
Pembayaran sisa pekerjaan didasarkan pada Berita Acara pemeriksaan.

Pasal T

FE MBATALAN/PEMUTUSAN SI,IRAT PERIANIIAN

(1) PII{AK PERTAMA mempunyai hak untuk membaialkan/memutuskan Surat Perjanjian
Kerja ini apaf--,iia PIHAK KEDUA cidera janji dan atau tidak memenuhi kewajiban dan
tanggung iawatrnya sebagaimana diatur dalam kontrak ini.

(2) PIHAK KEDUA menyerahkan atau melimpahkan tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK
LAIN tanpa persetujuan PIIIAK PERTAMA.

(3) Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian Kerja ini, maka semua pekerjaan yang
tetah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

Pasel 8
DENDA DAN GANTI RUGI

(1) Denca adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA sedangkan ganti
rugi r:tl*lah sanlqsi finansial yang dikenakan kepada PIIIAK PERTAMA, karena terjadiaya
citlera janji yang tercantum dalam Surat Per1ar$iatt Ke{a.

(2) Besaraya denda kepada PIHAK KEDUA atas keterlarrrbatan penyelesaian pekerjaan
adalah 1/1.000 (satu per seribu) per hari dari nitai kontrak.

(3) Besarnya ganti rugi yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA atas keterlambatan
pembayarun adalah sebesar bunga terhadap ruLa1 tagihan yang terlantbat dibayar,
berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut keterangan Bank
indonesia" atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalarn dokumen kontrak.

ii
"u*Ii;?li,"*

Bila terjadi perselisihan antara PII{AK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua
belalr pihak menvelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah, med.iasi,
kt--rr:,rr=r:'i. ;ilbittase, atau melalui pengadil.an yang disepakati kedua belah pihak yaitu
P< r,.: ";ilen,', *,,.rri Palembang.

I::;i-.r..'. iri.,r"i',: r;,n-: ijikeluarkan akibat teqadinyaperseiisihan sebagaimaaa ayat (1) di ataq
:i-,ilt-_:. r'.:t ,- i".t Doro pihak.

(2i



(3)

.-.-:

=a

Pasal l0
LAIN-LAIN

(1) Kontrak disusurr , .iit*at terdir{ dari beberapa dokumen, merupakan satu kesatuan bagian

yang tidak terpisahkii:r dan selanjutnya disebut dokumen kontrak.

(2) Apabila terjadi per-ientangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen

perjar{ian/kontrak., maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan

tersebut.

(3) Hal-hal yairg aciii hubungannya dengan Surat Pedanjian Kerja (Kontrak) ini dan belum

cukup diatur Calarn pasal-pasal Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini akan ditentukan lebih

lanjut oleh heclua belah pihak secaxa rmrsyawarah dan mufakat dalam Swat Perjanjian

Tambahan/Ar.ldendum daninerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjiaa ini.

Pasal 11

PENUTUP

(1) Surat llerjanjian iui dio.yatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku

sejak tauggal ditancl;r tangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini.

(2) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 5 (lime) atau sesuai kebutuhan,

2 (dua) rangkap eiiantaranya dibubuhi materai Rp 6.000,00 @nam ribu. rupiah) untuk

masing-masing pihak dan memprxryai kekuata$ hukum yang sama.

Demii<iiir; Surat Perianiian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk

diperyurralran sebrlgair::ana mestinya.

Palembang, tanggal tersebut diatas

Pihak kedua,

'r". 'r'ii{"fl'TY E{ESTIA,NA' M.Si
/i{
n

i.; I

(:h#ffi

Pihak Pertama,

A.UNG, M.Si

tli;:i_,:rY n,ilNSARI, S.Hut, M.Si


